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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Ada dua kesimpulan yang dikemukakan guna menjawab dua pertanyaan 

penelitian penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Setelah melakukan analisis terhadap tata kelola pola karir PNS pada Staf 

Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri menggunakan teori manajemen SDM 

dari Edy Sutrisno (2019) yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengadaan, pengendalian,  pengembangan, konpensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian, diperoleh 

kesimpulan bahwa tata kelola pola karir PNS pada Staf Sumber Daya 

Manusia (SSDM) Polri belum optimal karena: 

a. Aspek perencanaan, belum optimalnya perencanaan kebutuhan pegawai 

negeri sipil pada Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri dalam 

merencanakan kebutuhan riil organisasi akan pegawai negeri sipil 

karena belum jelasnya formasi jabatan yang dibuat khusus untuk 

diduduki oleh pegawai negeri sipil.  

b. Aspek pengorganisasian pola karir pegawai negeri sipil pada Satuan 

Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri belum dapat dilaksanakan 

secara optimal karena jabatan struktural maupun fungsional bagi 

pegawai negeri sipil belum secara jelas diatur, seluruh jabatan yang ada 

dapat diduduki oleh anggota Polri, namun tidak semua jabatan dapat 

diduduki oleh pegawai negeri sipil. Hal inilah yang menyebabkan tidak 

optimalnya implementasi pola karir bagi pegawai negeri sipil pada 

Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri. 

c. Aspek pengarahan dan pengadaan. Penempatan pegawai negeri sipil 

hasil pengadaan atau baru direkrut yang sesuai dengaan formasi yang 

dilamar hanya pada fungsi yang menyediakan jabatan fungsional 
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seperti kedokteran, psikologi dan laboratorium forensik, sedangkan 

pada fungsi lainnya belum sesuai karena jabatan yang dilamar tersebut 

telah dijabat oleh anggota Polri. 

d. Aspek pengembangan belum seimbang antara kesempatan 

pengembangan kompetensi anggota Polri dan PNS, seluruh jenis 

pendidikan dan latihan di dominasi oleh anggota Polri. 

e. Aspek pengintegrasian pegawai negeri sipil pada Satuan Kerja Staf 

Sumber Daya Manusia Polri telah diberikan peran yang sesuai dengan 

kompetensinya dalam organisasi dan penempatan jabatan pegawai 

negeri sipil pada Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri 

disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan jenis pendidikan 

pengembangan yang telah diikutinya, namun untuk pegawai negeri sipil 

yang telah mengikuti PKN Tingkat II belum terwadahi untuk dapat 

menduduki jabatan eselon II. 

Oleh karena itu, pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengadaan, pengembangan, dan pengintegrasian masih perlu 

ditingkatkan. Sedangkan, aspek pengendalian, kompensasi, kedisiplinan, 

pemeliharaan serta pemberhentian pelaksanaannya dinilai sudah baik, 

dimana dapat dilihat: 

a. Aspek Pengendalian, pada aspek pengendalian pegawai telah dapat 

dilaksanakan dengan baik, namun perlu ditingkatkan fungsi evaluasi 

dan kontrol oleh pimpinan terhadap pelaksanaannya. 

b. Aspek Kompensasi, aspek konpensasi telah sangat memuaskan para 

pegawai negeri sipil. 

c. Aspek Pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian telah tertata 

dengan baik dalam rangka menunjang pembinaan karir dan pencapaian 

tujuan organisasi.  

d. Aspek Pemberhentian, secara prosedur sudah baik dan sudah sesuai 

ketentuan. Namun, perlu ditingkatkan, sehingga tidak berbelit-belit dan 
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mengoptimalkan efektivitas perencanaan sumber daya manusia Polri 

secara keseluruhan. 

 

2. Model pola karir yang lebih prospektif dan sesuai bagi PNS pada SSDM Polri 

yang dapat digunakan sebagai model pola karir bagi PNS Polri  secara 

nasional, yaitu adanya dua bagian pola yang harus diterapkan oleh Mabes 

Polri dan satuan kerja Polda. Pertama, adanya perencanaan dan pelaksanaan 

rekrtumen serta seleksi SDM Polri secara umum, yang disesuaikan dengan 

pola promosi dan mutasi kepangkatan/ jabatan di seluruh jajaran satker, yang 

kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan formasi satker. Selanjutnya, 

penyesuaian formasi jabatan, kompetensi dan unit kerja dan formasi khusus 

tenaga teknis secara spesifik. Pada pola karir yang dilakukan oleh Mabes Polri 

berarti akan digunakan dan menjadi pedoman bagi seluruh satker. Sementara 

itu, pola karir kedua harus sesuai dengan satker yang disesuaikan dengan 

kondisi setiap wilayah Polda, baik kebutuhan formasi, efektivitas maupun 

efisiensi sehingga dapat digunakan oleh generasi berikutnya.  

Guna mewujudkan pola karir PNS Porli yang lebih efektif  maka Polri 

terlebih dahulu harus menyusun jenis jabatan struktural maupun fungsional 

yang diperuntukkan khusus bagi PNS guna memperjelas posisi jalur karir 

bagi PNS pada Polri serta menerapkan 10 aspek menejmen sumber daya 

manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, 

pengembangan, pengintegrasian, pengarahan dan pengadaan, pengendalian, 

kompensasi, pemeliharaan serta pemberhentian secara optimal guna 

menjamin bahwa pengelolaan sumber daya PNS pada Polri terlaksana dengan 

baik. Adapun model pola karir yang lebih prosfektif bagi pegawai negeri sipil 

pada Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Polri yang dihasilkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 



 

111 

 
 
 

a. Pegawai negeri sipil yang baru direkrut ditempatkan pada jabatan 

fungsional sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan formasi yang 

dilamarnya; 

b. pegawai negeri sipil yang baru direkrut tersebut selanjutnya menjalani 

proses magang dan mendapatkan arahan dari supervisor/seniornya selama 5 

tahun pertama, Ivanchevick, J. M. (2010:437)106; 

c. setelah menjalani fase magang, pimpinan pegawai negeri sipil bersama 

pejabat pengemban fungsi kepegawaian melakukan evaluasi terhadap 

performa pegawai tersebut untuk memetakan bidang pekerjaan yang 

lebih sesuai dengan kemampuan dan lebih cocok dengan pegawai 

tersebut dengan tujuan agar dapat lebih meningkatkan performa kerja dan 

memberikan rasa nyaman bagi pegawai untuk bekerja pada bidang yang 

sesuai; 

d. pegawai negeri sipil yang telah menjalani proses evaluasi kinerja, 

selanjutnya ditempatkan pada jabatan fungsional maupun jabatan 

struktural eselon IV yang telah ditetapkan khusus untuk di duduki oleh 

pegawai negeri sipil sebagai jalur karir atau carier path bagi pegawai 

negeri sipil pada organisasi Polri selama 5 tahun. Pada tahap ini pegawai 

negeri sipil diberikan ruang dan kesempatan untuk menunjukkan 

kompetensi dan keahlian di beberapa bidang teknis dan menjadi 

kontributor ide independen pada bidang pekerjaannya, Ivanchevick, J. 

M. (2010:437)107; 

e. setelah ditempatkan pada jabatan yang telah ditentukan sesuai dengan 

hasil evaluasi kinerja tersebut, selanjutnya mereka diwajibkan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan spesialisasi sesuai dengan bidang pekerjaannya 

dan pendidikan menejerial guna peningkatan kompetensi dan 

memperluas wawasannya, pendidikan dan pelatihan ini dilakukan secara 

regular dan terus menerus kepada seluruh pegawai supaya para pegawai 

 
106 Ivanchevick, J. M. (2010:437) op.cit. 27. 
107 Ibid 
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selalu update terhadap perkembangan dan dinamika pengetahuan serta 

peraturan terkait bidang tugasnya masing-masing, termasuk diberikan 

kesempatan bagi pegawai yang mau mengikuti pendidikan vokasi 

dengan biaya dinas maupun biaya sendiri; 

f. setelah melewati tahap tersebut di atas, pimpinan pegawai negeri sipil 

bersama pejabat pengemban fungsi kepegawaian melakukan evaluasi 

kinerja terhadap performa kinerja pegawai negeri sipil, selanjutnya 

dipilih pegawai yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan 

fungsional maupun struktural yang lebih tinggi; 

g. selanjutnya, mereka ditempatkan pada jabatan fungsional maupun struktural 

eselon IIIB dan diberi tanggungjawab untuk mengendalikan dan mengawasi 

pekerjaan orang lain serta menjadi mentor bagi pegawai yunior selama 5 

tahun. Ivanchevick, J. M. (2010:437)108; 

h. pegawai negeri sipil yang telah ditempatkan tersebut, diwajibkan 

mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan 

tingkatannya, bagi pegawai yang belum terpilih untuk mendapatkan 

promosi diberikan kesempatan untuk memilih bidang pekerjaan secara 

horisontal yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensinya guna 

menambah wawasan dan pengalaman kerja; 

i. setelah fase tersebut, pimpinan pegawai negeri sipil bersama pejabat 

pengemban fungsi kepegawaian melakukan evaluasi kinerja untuk 

memetakan dan memilih pegawai negeri sipil yang akan disiapkan untuk 

dipromosikan menduduki jabatan fungsional maupun struktural eselon 

IIIA yang disiapkan khusus untuk pegawai negeri sipil yang ditetapkan 

dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Ivanchevick, J. M. (2010:437)109.  

j. PNS yang terpilih ditempatkan dalam jabatan fungsional maupun 

struktural eselon IIIA dan diikutkan Pelatihan Kepemimpinan Nasional 

 
108 Ibid 
109 Ibid 
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TK. II setelah itu dapat mengikuti Diklat Spesialis ataupun vokasi sesuai 

bidang tugasnya; 

k. Setelah 5 tahun menjalankan tugas pada level jabatan fungsional maupun 

struktural eselon IIIA, pimpinan pegawai negeri sipil bersama pejabat 

pengemban fungsi kepegawaian melakukan evaluasi kinerja untuk 

memilih pegawai negeri sipil yang akan dipromosikan menduduki 

jabatan fungsional maupun struktural eselon IIB yang merupakan jabatan 

puncak bagi PNS Polri pada satker SSDM Polri; 

l. PNS yang terpilih diangkat pada jabatan fungsional maupun struktural 

eselon IIB dan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap setahun 

sekali oleh pimpinan organisasi dan pejabat pengemban fungsi 

kepegawaian guna menilai kecakapan PNS yang telah diangkat tersebut 

guna kepentingan pembinaan karir dan penyegaran bagi PNS melalui 

mutasi jabatan serta memberikan kesempatan bagi PNS dimaksud untuk 

mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I. 

Jabatan struktural Eselon IIB pada bidang administrasi adalah merupakan 

jabatan puncak yang dapat diduduki oleh PNS Polri di SSDM Polri dan juga 

pada Satuan Kerja lainnya di Polri karena peran PNS pada organisasi Polri 

adalah membantu tugas Polri pada bidang administratif dan pekerjaan-

pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang tidak berhubungan 

dengan tugas-tugas utama kepolisian yaitu penegakan hukum dan 

pemeliharaan Kamtibmas serta bukan merupakan jabatan komando yang 

mengemban tugas strategis dalam operasionalisasi tugas-tugas Polri.  

Apabila PNS Polri dapat diberikan peluang untuk menduduki jabatan 

eselon IIB sebagaimana yang direkomendasikan pada hasil penelitian ini maka 

dapat lebih meningkatkan performa kerja Polri dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, karena jabatan-jabatan administratif sampai kepada level 

eselon IIB yang jumlahnya banyak yang semula semua diduduki oleh Polri 

dapat diduduki oleh sipil sehingga jumlah anggota Polri yang melakukan tugas-

tugas pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin banyak sehingga 
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permasalahan yang timbul di masyarakat dapat segera di respon dan 

diselesaikan dengan baik serta memuaskan para pihak yang terkait. 

Adapun gambar model pola karir yang lebih persfektif bagi PNS pada 

Satker SSDM Polri yang disusun ber adalah dasarkan hasil penelitian dengan 

mengadopsi teori pengembangan karir dari Ivanchevick, J. M. (2010:437) dan 

Perkap Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pola karir PNS Polri adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 4.4 

Gambar model pola karir hasil penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Model Pola Karir PNS pada Satker SSDM Polri diolah peneliti, November 2021. 
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Keunggulan model pola karir hasil penelitian dibandingkan dengan model pola 

karir PNS Polri yang berlaku saat ini, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini, 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Perbedaan dan keunggulan model pola karir hasil penelitian 

NO POLA KARIR LAMA POLA KARIR HASIL PENELITIAN 

1. PNS baru rekrut ditempatkan 

pada jabatan struktural atau 

fungsional. 

PNS baru rekrut ditempatkan pada 

jabatan fungsional. 

2. Tidak ada proses magang bagi 

PNS baru rekrut. 

Ada proses magang bagi PNS baru 

rekrut untuk mempelajari tugas-

tugasnya sambal bekerja dengan 

mendapatkan bimbingan dan sharing 

pengetahuan dan pengalaman dari para 

mentor atau senironya. 

3. Jalur karir belum jelas, tidak 

tergambar pola pengembangan 

kompetensi dan evaluasi kinerja. 

Jalur karir lebih jelas digambarkan, pola 

pengembangan kompetensi jelas dan 

evaluasi kinerja untuk menilai performa 

kerja dan kompetensi jelas 

tergambarkan, sehingga dapat 

memecahkan masalah pada 5 aspek 

menejemen SDM yang yang menjadi 

sebab tidak optimalnya implementasi 

pola karir PNS Polri. 

4. PNS senior tidak diberi 

kesempatan menjadi supervisor 

sekaligus sharing pengetahuan 

dan pengalaman kepada 

yuniornya. 

PNS senior diberi kesempatan untuk 

mengaktualisasikan diri pada pekerjaan 

jabatannya sekaligus menjadi 

supervisor bagi PNS dibawahnya 

sebagai wadah sharing pengetahuan dan 

pengalaman kerja kepada yuniornya. 

5. Banyak aspek menejemen SDM 

tidak dapat berjalan secara 

optimal 

Sepuluh aspek menejemen SDM yang 

diterapkan pada system pembinaan 

karir PNS Polri dapat berjalan dengan 

baik. 

 

B. Rekomendasi 
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Dalam rangka mewujudkan pola karir yang berimbang dan lebih prospektif 

bagi pegawai negeri sipil pada Satuan Kerja SSDM Polri direkomendasikan agar: 

1. Tata kelola pola karier PNS Polri harus dimulai dari perencanaan, 

pengembangan serta penempatan yang sesuai, yakni mengidentifikasi 

kebutuhan organisasi dan kebutuhan personel dengan melakukan peta jabatan 

yang disesuaikan dengan analisis beban kerja satuan fungsi dalam pelaksanaan 

tugas fungsi, baik jenis jabatan struktural serta fungsional pada setiap unit kerja 

pada Polri. 

2. Model pola karier harus didahului dengan melakukan identifikasi fenomena 

bottle-neck yaitu fenomena saat terjadinya penumpukan personel PNS pada 

satu unit kerja dimana secara struktur tidak terwadahi dan tidak terdapat 

formasi jabatan yang dapat diisi oleh PNS dengan memprediksi,   

mengumpulkan, menganalisis, dan menentukan tujuan dan kebijakan 

pembinaan karir PNS, melakukan perencanaan,  kontrol  dan  pengawasan  

terhadap  menejemen karir PNS. 

3. Perlunya disusun pola karir bagi PNS yang komprehensip dimulai dari 

penyusunan jenis jabatan struktural dan fungsional pada setiap unit kerja pada 

Polri yang khusus diduduki oleh pegawai negeri sipil, tidak dapat diduduki oleh 

anggota Polri, dengan demikian Polri dapat menghitung secara akurat jumlah 

kebutuhan dan formasi serta latar belakang pendidikan pegawai negeri sipil 

yang dibutuhkan oleh Polri serta dapat menyusun pola karir yang jelas dan 

tepat serta sesuai dengan peran PNS sebagai komplemen pada Polri yang 

melaksanakan tugas-tugas administrasi dan tugas-tugas non operasional 

kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk pada Satuan 

kerja SSDM Polri. 

4. Agar kebijakan pola karir bagi PNS sebagaimana hasil dari penelitian ini dapat 

diimplementasikan dalam manajemen karir PNS, maka perlu dilakukan revisi 

terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Pola Karir PNS Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Tingkat 
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Mabes Polri dan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Tingkat Polda serta Peraturan 

Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Kerja Tingkat Polres dan Polsek.  

5. Temuan dari penelitian ini beserta analisis yang dilakukan terhadap aspek-

aspek menejemen SDM, perlu dijadikan sebagai bahan dalam menyusun 

Rencana Strategi Pembinaan SDM Polri yang memasukkan tata Kelola pola 

karir PNS Polri sebagai salah satu sasaran strategis dari rencana strategis SDM 

Polri secara nasional. 

6. Perlu komitmen dari pimpinan Polri dan pimpinan Satuan Kerja dari tingkat 

Mabes Polri sampai ke tingkat Polda untuk mengimplementasikan pola karir 

PNS dengan memberikan kepercayaan kepada PNS untuk menduduki jabatan-

jabatan pada fungsi administrative dn jabatan fungsional sesuai dengan latar 

belakang Pendidikan dan keahlian dari para PNS; 

7. Guna lebih meningkatkan profesionalisme PNS Polri maka disarankan bagi 

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap kinerja PNS Polri 

yang oleh BKN dinilai masih rendah. 
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LAMPIRAN 

1. Tabel Formasi Jabatan dan Jumlah Personel pada Satker SSDM Polri  

Sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri 

NOMOR 
URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN 
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  UNSUR PIMPINAN     

05 00 PIMPINAN IRJEN 1A 1  

  ASISTEN SDM KAPOLRI     

  UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN 

PELAKSANA STAF 

    

 01 URUSAN KEUANGAN (URKEU)     

 01 KAURKEU KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 02 PERWIRA ADMINISTRASI INSPEKTUR/PNS III a/b IVB 4  

 03 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM BINTARA/PNS II/I  4  

       

 02 BAGIAN ADMINISTRASI DAN 

PERENCANAAN (BAGRENMIN) 

    

 01 KABAGRENMIN KOMBES POL IIB 1  

 02 KEPALA TATA URUSAN DALAM KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 03 PERWIRA ADMINISTRASI AKP/PNS III b/c IVA 1  

 04 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM BINTARA/PNS II/I - 2  

 05 KASUBBAG PERENCANAAN AKBP IIIA 1  

 06 KASUBBAG SDM AKBP/PNS IV b IIIA 1  

 07 PERWIRA URUSAN PADA SUBBAG KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 4  

 08 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 2  
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 08 KASUBBAG PERENCANAAN 

ANGGARAN 

AKB IIIA 1  

 09 KASUBBAG PERENCANAAN PERS AKBP IIIA 1  

 10 KASUBBAG PERENCANAAN 

STRATEGIS 

AKBP IIIA 1  

 11 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 3  

 12 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 3  

 13 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  
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NOMOR 
URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN 

UNIT JAB 

 14 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 
PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

 15 KABAG PENGKAJIAN SISTEM KOMBES POL IIB 1  

 16 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 17 KASUBBAG SISTEM PENGENDALIAN 
PERSONIL 

AKB IIIA 1  

 18 KASUBBAG SISTEM BINKAR AKBP IIIA 1  

 19 KASUBBAG SISTEM WATPERS DAN 
PSIKOLOGI 

AKBP IIIA 1  

 20 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 3  

 21 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 3  

 22 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 23 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

 24 KABAG ANALISA DAN EVALUASI KOMBES POL IIB 1  

 25 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 26 KASUBBAG ANEV PENGENDALIAN 

PROFESI 

AKB IIIA 1  

 27 KASUBBAG ANEV PENGENDALIAN 
KEMAMPUAN PERSONEL 

AKBP IIIA 1  

 28 KASUBBAG ANEV BINKAR AKBP IIIA 1  

 29 KASUBBAG ANEV WATPERS DAN 
PSIKOLOGI 

AKBP IIIA 1  

 30 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 4  

 31 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 4  

 32 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 33 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

 34 KABAG KEBIJAKAN DIKLAT KOMBES POL IIB 1  

 35 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 36 KASUBBAG BIJAK PRODIKLAT AKB IIIA 1  

 37 KASUBBAG BIJAK KERMADIKLAT AKBP IIIA 1  

 38 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 4  

 39 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 2  

 40 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 41 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 2  

       

 02 BIRO PENGENDALIAN PERSONEL     

 01 KARO PENGENDALIAN PERSONEL BRIGJEN IIA 1  

 02 KEPALA URUSAN TATA USAHA KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 03 PERWIRA URUSAN AKP/PNS III c/d IVA 2  

 04 PERWIRA ADMINISTRASI PNS III a/b IVB 1  

 05 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM BINTARA/PNS II/I - 3  

 06 KABAG PENYEDIAAN PERSONIL KOMBES POL IIB 1  

 07 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 08 KASUBBAG PENERIMAAN ANGGOTA 

POLRI 

AKB IIIA 1  

 09 KASUBBAG PENEMPATAN DINAS 

PERTAMA ANGGOTA POLRI 

AKBP IIIA 1  

 10 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 2  
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NOMOR 

URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN  

UNIT JAB 

 11 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 2  

 12 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 13 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

 14 KABAG SELEKSI PENDIDIKAN KOMBES POL IIB 1  

 15 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 16 KASUBBAG SELEKSI DIK 

PENGEMBANGAN UMUM 

AKB IIIA 1  

 17 KASUBBAG SELEKSI DIK 

PENGEMBANGAN SPES IPTEK 

AKBP IIIA 1  

 18 KASUBBAG ALIH GOLONGAN AKBP IIIA 1  

 19 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 3  

 20 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 3  

 21 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 22 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

 23 KABAG PENERIMAAN DAN 

PENDIDIKAN PNS 

    

 24 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 25 KASUBBAG PENERIMAAN DAN 

PENEMPATAN PNS 

AKB/PNS IV b IIIA 1  

 26 KASUBBAG DIKLAT PNS AKB/PNS IV b IIIA 1  

 27 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 2  

 28 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 4  

 29 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 30 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 4  

       

 03 BIRO PEMBINAAN KARIR     

 01 KARO PEMBINAAN KARIR BRIGJEN IIA 1  

 02 KEPALA URUSAN TATA USAHA KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 03 PERWIRA URUSAN AKP/PNS III c/d IVA 2  

 04 PERWIRA ADMINISTRASI PNS III a/b IVB 1  

 05 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM BINTARA/PNS II/I - 3  

 06 KABAG MUTASI JABATAN KOMBES POL IIA 1  

 08 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 09 KASUBBAG MUTASI JABATAN 

PAMEN DAN PATI 

AKB IIIA 1  

 10 KASUBBAG MUTASI JABATAN PAMA AKB IIIA 1  

 11 KASUBBAG MUATASI BINTARA AKBP IIIA 1  

 12 KASUBBAG MUTASI PNS AKBP/PNS IV b IIIA 1  

 13 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 4  

 14 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 5  

 15 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 16 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 6  

 17 KABAG PANGKAT KOMBES POL IIB 1  

 18 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 19 KASUBBAG PANGKAT PERWIRA AKB IIIA 1  
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NOMOR 
URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN 

UNIT JAB 

 20 KASUBBAG PANGKAT BINTARA AKB IIIA 1  

 21 KASUBBAG PANGKAT PNS AKBP/PNS IV b IIIA 1  

 22 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 3  

 23 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 3  

 24 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 25 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

 26 KABAG PENUGASAN KHUSUS KOMBES POL IIB  1  

 27 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 28 KASUBBAG GASUS DAGRI AKB IIIA 1  

 29 KASUBBAG GASUS LUGRI AKB IIIA 1  

 30 KASUBBAG SELEKSI GASUS AKBP IIIA 1  

 31 KASUBBAG PEMBERDAYAAN 

POLWAN 

AKBP IIIA 1  

 32 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 4  

 33 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 4  

 34 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 35 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 
BINTARA/PNS II/I - 1  

 36 KABAG INFORMASI PERSONEL KOMBES POL IIB 1  

 37 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 38 KASUBBAG SISTEM INFORMASI AKB IIIA 1  

 39 KASUBBAG OLAH DATA ELEKTRO AKB IIIA 1  

 40 KASUBBAG OLAH DATA ELEKTRO AKB IIIA 1  

 41 KASUBBAG ADMIN DOKUMEN AKB IIIA 1  

 42 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 3  

 43 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 3  

 44 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 45 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

 46 KABAG PENGEMBANGAAN 

KOMPETENSI 

KOMBES POL IIB 1  

 47 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 48 KASUBBAG REN PROGRAM AKB IIIA 1  

 49 KASUBBAG KOMPETEN AKB IIIA 1  

 50 KASUBBAG MONEV AKB IIIA 1  

 51 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 3  

 52 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 
PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

       

 04 BIRO PERAWATAN PERSONEL     

 01 KARO WATPERS BRIGJEN POL IIA 1  

 02 KEPALA URUSAN TATA USAHA KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 03 PERWIRA URUSAN AKP/PNS III c/d IVA 2  

 04 PERWIRA ADMINISTRASI PNS III a/b IVB 1  

 05 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM BINTARA/PNS II/I - 3  

 06 KABAG PEMBINAAN RELIGI KOMBES POL IIA 1  

 07 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 08 KASUBBAG ROHANI ISLAM AKB/PNS IV b IIIA 1  

 09 KASUBBAG ROHANI PROTESTAN 

KHATOLIK 

AKB/PNS IV b IIIA 1  

 10 KASUBBAG ROHANI HINDU BUDHA 

KHONGHUCHU 

AKB/PNS IV b IIIA 1  
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NOMOR 
URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN 

UNIT JAB 

 11 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 3  

 12 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 3  

 13 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 14 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

 15 KABAG PELAYANAN HAK KOMBES POL IIA 1  

 16 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 17 KASUBBAG GAJI DAN JALDIS AKB IIIA 1  

 18 KASUBBAG CUTI, TANA 

KEHORMATAN, PENGHARGAAN 

DAN PEMAKAMAN 

AKB IIIA 1  

 19 KASUBBAG SOSIAL, PERUMAHAN 

DAN PENDIDIKAN 

AKBP IIIA 1  

 20 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 3  

 21 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 3  

 22 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 23 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 
PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

 24 KABAG PEMBINAAN JASMANI KOMBES POL IIB 1  

 25 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 26 KASUBBAG SELEKSI KESAMAPTAAN 

JASMANI 

AKB IIIA 1  

 27 KASUBBAG PEMELIHARAAN DAN 

PENINGKATAN 

AKB IIIA 1  

 28 KASUBBAG BELADIRI AKBP IIIA 1  

 29 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 3  

 30 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 3  

 31 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 32 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

 33 KABAG PENGAKHIRAN DINAS KOMBES POL IIB 1  

 34 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 35 KASUBBAG PENSIUN DAN 
PENYALURAN KERJA 

AKB IIIA 1  

 36 KASUBBAG PENSIUN PNS AKB/PNS IV b IIIA 1  

 37 KASUBBAG PENGHENTIAN DAN 

PENGAKTIFAN KEMBALI 

AKBP IIIA 1  

 38 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 3  

 39 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 3  

 40 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 41 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 
PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

       

 05 BIRO PSIKOLOGI     

 01 KARO PSIKOLOGI BRIGJEN POL IIA 1  

 02 KEPALA URUSAN TATA USAHA KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 03 PERWIRA URUSAN AKP/PNS III c/d IVA 2  

 04 PERWIRA ADMINISTRASI PNS III a/b IVB 1  

 05 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM BINTARA/PNS II/I - 3  

 06 KABAG PSIKOLOGI KEPOLISIAN KOMBES POL IIA 1  

 07 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 08 KASUBBAG PSIKOLOGI KEAMANAN AKB IIIA 1  

 09 KASUBBAG PSIKOLOGI KRIMINAL AKB IIIA 1  

 10 KASUBBAG PSIKOLOGI PELAYANAN 

MASYARAKAT 

AKB/PNS IV b IIIA 1  
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NOMOR 
URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN 

UNIT JAB 

 11 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 3  

 12 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 3  

 13 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 14 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

 15 KABAG PSIKOLOGI PERSONEL KOMBES POL IIA 1  

 16 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 17 KASUBBAG SELEKSI PSIKOLOGI AKB IIIA 1  

 18 KASUBBAG KLASIFIKASI PSIKOLOGI AKB IIIA 1  

 19 KASUBBAG PENGAJARAN DAN 

KESEHATAN MENTAL 

AKB/PNS IV b IIIA 1  

 20 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 3  

 21 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 3  

 22 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 23 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 

PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  

 24 KABAG LABORATORIUM 

PSIKOLOGI 

    

 25 KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 1  

 26 KASUBBAG PENGEMBANGAN 

MATERI TES 

AKB IIIA 1  

 27 KASUBBAG ARSIP DAN DATA AKB/PNS IV b IIIA 1  

 28 KASUBBAG PENELITIAN PSIKOLOGI AKB/PNS IV b IIIA 1  

 29 PERWIRA URUSAN  KOMPOL/PNS IV a/b IIIB 3  

 30 PERWIRA ADM PADA SUBBAG AKP/PNS III c/d IVA 3  

 31 PERWIRA ADM PADA BAGIAN PNS III a/b IVB 1  

 32 BINTARA ADMINISTRASI/UMUM 
PADA BAGIAN 

BINTARA/PNS II/I - 1  
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2. DAFTAR PERTANYAAN 

a.  Pertanyaan penelitian kuantitatif: 

 

No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

POLA KARIR PNS POLRI 

Horizontal 

1. Perpindahan dari satu posisi jabatan JA 

(Jabatan Adiminstrasi) yang setara 

sudah sesuai  

     

2. Perpindahan dari satu posisi JF 

(Jabatan Fungsional) yang setara sudah 

sesuai 

     

3 Perpindahan dari satu posisi jabatan 

JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) yang 

setara sudah sesuai 

     

Vertikal 

1. Perpindahan dari satu posisi jabatan ke 

posisi jabatan yang lain yang lebih 

tinggi, di dalam satu kelompok JA 

(Jabatan Adiminstrasi) sudah sesuai. 

     

2. Perpindahan dari satu posisi jabatan ke 

posisi jabatan yang lain yang lebih 

tinggi, di dalam satu kelompok JF 

(Jabatan Fungsional) sudah sesuai. 

     

 Perpindahan dari satu posisi jabatan ke 

posisi jabatan yang lain yang lebih 

tinggi, di dalam satu kelompok JPT 

(Jabatan Pimpinan Tinggi) sudah 

sesuai. 

     

Diagonal 

1. Perpindahan dari satu posisi jabatan ke 

posisi jabatan lain yang lebih tinggi 

antar kelompok JA (Jabatan 

Adiminstrasi) sudah sesuai. 

     

2. Perpindahan dari satu posisi jabatan ke 

posisi jabatan lain yang lebih tinggi 

antar kelompok JF (Jabatan 

Fungsional) sudah sesuai 
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No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

3. Perpindahan dari satu posisi jabatan ke 

posisi jabatan lain yang lebih tinggi 

antar kelompok JPT (Jabatan Pimpinan 

Tinggi) sudah sesuai. 

     

IMPLEMENTASI POLA KARIR 

Promosi 

 Promosi jabatan diberikan berdasarkan 

kompetensi, kualifikasi dan 

persyaratan yang dibutuhkan oleh 

Jabatan,  

     

 Setiap PNS Polri yang telah memenuhi 

persyaratan memiliki hak yang sama 

untuk dipromosikan ke jenjang jabatan 

yang lebih tinggi. 

     

 Promosi jabatan bagi PNS Polri 

diberikan pada jabatan struktural dan 

fungsional di lingkungan Polri yang 

bersifat administrasi pada bidang 

pembinaan. 

     

 Promosi jabatan diberikan berdasarkan 

penilaian prestasi kerja, 

kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, 

dan pertimbangan dari tim penilai 

kinerja 

     

Mutasi 

 Mutasi PNS Polri dilakukan untuk 

pembinaan karier, peningkatan 

kemampuan PNS Polri dan kebutuhan 

organisasi. 

     

 Mutasi mengutamakan keahlian dan 

lowongan jabatan yang tersedia 

     

 PNS mengajukan mutasi antar satuan 

kerja/satuan wilayah harus sesuai 

dengan kebutuhan wilayah tersebut 
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No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

I PERENCANAAN 

1.  Penyusunan kebutuhan PNS pada 

SSDM Polri berdasarkan jumlah 

formasi yang ada khusus untuk PNS 

sebagaimana jumlah jabatan PNS yang 

tertuang dalam Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat Mabes 

Polri. 

     

2.  Jumlah PNS pada SSDM Polri sudah 

mencapai jumlah yang ideal. 

     

3.  Perlu kejelasan jenis jabatan khusus 

untuk PNS pada SSDM Polri untuk 

dapat menyusun rencana kebutuhan 

PNS. 

     

4.  Perencanaan kebutuhan PNS pada 

SSDM Polri sudah baik dan telah 

memprediksi kebutuhan PNS Polri di 

masa depan. 

     

5.  Perencanaan kebutuhan PNS pada 

SSDM Polri belum sesuai dengan 

kebutuhan riil organisasi. 

     

II PENGORGANISASIAN      

1.  Pembinaan karier PNS pada SSDM 

Polri telah berjalan dengan baik. 

     

2.  Kendala pembinaan karir PNS pada 

SSDM Polri adalah belum jelasnya pola 

karir dan jabatan diperuntukkan bagi 

PNS. 

     

3.  PNS SSDM Polri telah mendapatkan 

hak-hak kepegawaian dalam hal 

pengembangan karier. 
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No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

4.  Kesempatan promosi jenjang karier 

bagi PNS di SSDM Polri telah sesuai 

ketentuan pola karir bagi PNS Polri. 

     

5.  PNS pada SSDM Polri sebaiknya 

menduduki jabatan fungsional. 

     

6.  Jabatan puncak PNS pada SSDM 

Polri sebaiknya pada jalur fungsional. 

     

III PENGARAHAN DAN PENGADAAN      

1.  Kebijakan pola karier PNS saat 

pertama direkrut menjadi PNS Polri 

telah sesuai dengan formasi yang 

dilamar oleh para PNS.  

     

2.  Pelaksanaan mutasi PNS secara 

horisontal di SSDM Polri telah sesuai 

ketentuan. 

     

3.  Pelaksanaan mutasi PNS secara 

vertikal di SSDM Polri telah sesuai 

ketentuan. 

     

4.  Pelaksanaan mutasi PNS secara 

diagonal di SSDM Polri telah sesuai 

ketentuan. 

     

5.  PNS yang telah mengikuti pendidikan 

kedinasan pada perguruan tinggi 

diberikan penempatan dan promosi 

jabatan yang sesuai dengan bidang 

keilmuannya. 

     

IV PENGENDALIAN      

1.  SSDM Polri telah memiliki 

mekanisme pengendalian PNS agar 

berkinerja dan menampilkan 

performa yang diharapkan oleh 

pimpinan dan organisasi. 
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No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

2.  SSDM Polri memiliki sistem 

pemantauan dan pecatatan kehadiran 

PNS setiap hari.  

     

3.  SSDM Polri memiliki sistem kontrol 

terhadap perilaku PNS baik dalam 

lingkungan kerja maupun di luar 

lingkungan kerja. 

     

4.  PNS yang melakukan penyimpangan 

dilakukan pembinaan oleh pimpinan.  

     

5.  SSDM Polri melakukan pembinaan 

disipilin pegawai dan melakukan 

evaluasi kedisiplinan kerja dan perilaku 

pegawai secara berkala. 

     

V PENGEMBANGAN      

1.  PNS pada SSDM Polri mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk 

mengikuti Diklat managerial. 

     

2.  PNS pada SSDM Polri mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk 

mengikuti Diklat spesialisasi. 

     

3.  PNS pada SSDM Polri mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk 

mengikuti pendidikan vokasi biaya 

dinas. 

     

4.  Mengingat PNS pada SSDM Polri 

bekerja pada institusi Polri berdampingan 

dengan anggota Polri maka metode, 

mekanisme dan materi Diklat sebaiknya 

mempelajari pengetahuan kepolisian 

dasar dan tata kerja Polri.  

     

5.  SSDM Polri menyusun rencana Diklat 

setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan 

Diklat bagi PNS. 

     



 

136 

 
 
 

No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

VI KONPENSASI      

1.  Penghasilan yang diterima setiap bulan 

telah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan. 

     

2.  Organisasi memberikan insentif di luar 

gaji sesuai dengan kinerja. 

     

3.  Saya masih perlu mencari tambahan 

penghasilan di luar jam kerja. 

     

4.  Organisasi memberikan uang lembur 

apabila saya bekerja overtime. 

     

5.  Konpensasi yang saya terima sudah 

sesuai dengan pengabdian yang saya 

berikaan kepada organisasi. 

     

VII PENGINTEGRASIAN      

1.  PNS pada SSDM Polri telah diberikan 

peran yang sesuai dengan 

kompetensinya dalam organisasi. 

     

2.  Penempatan jabatan bagi PNS pada 

SSDM Polri disesuaikan dengan latar 

belakang pendidikan dan jenis 

pendidikan pengembangan yang telah 

diikutinya. 

     

3.  SSDM Polri memfasilitasi ruang 

konsultasi karir bagi PNS. 

     

4.  Pembagian tugas oleh pimpinan 

didasarkan pada kemampuan PNS. 

     

5.  Pimpinan memberikan apreasiasi 

kepada PNS atas keberhasilan 

pelaksanaan tugasnya. 
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No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

VIII PEMELIHARAAN      

1.  PNS Polri pada SSDM Polri 

mendapatkan layanan kesehatan phisik 

dan mental serta rohani secara berkala. 

     

2.  Untuk menjamin kebugaran tubuh 

SSDM Polri menyediakan fasilitas olah 

raga bagi PNS Polri. 

     

3.  SSDM Polri telah membuat pedoman 

penerapan sistem manajemen 

keselamatan dan Kesehatan Kerja 

yang menjamin keselamatan kerja 

bagi PNS. 

     

4.  Tersedia perumahan bagi PNS pada 

SSDM Polri. 

     

5.  Terdapat unit kerja khusus yang 

menangani urusan kesehatan, 

keselamatan dan keamanan kerja bagi 

PNS pada SSDM Polri. 

     

IX KEDISIPLINAN      

1.  PNS pada SSDM Polri selalu datang 

ke kantor sebelum jam kerja di mulai 

dan komitmen bekerja dari rumah 

apabila sedang melakukan Work fro 

Home (WFH). 

     

2.  SSDM Polri telah memiliki 

mekanisme kontrol terhadap 

pelaksanaan tugas-tugas PNS.  

     

3.  Ada aturan tertulis yang mengatur 

disiplin PNS pada SSDM Polri. 

     

4.  Pimpinan mengawasi pelaksanaan 

pekerjaan PNS untuk memastikan 

pekerjaan dikerjakan dengan baik. 
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No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

5.  PNS pada SSDM Polri melaporkan 

ketidakhadirannya dalam bekerja 

dengan alasan yang rasional dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

     

X PEMBERHENTIAN      

1.  Mekanisme pemberhentian PNS pada 

SSDM Polri telah sesuai ketentuan 

yang diatur oleh Polri dan BKN.  

     

2.  Proses pengurusan pensiun bagi PNS di 

SSDM Polri selesai tepat waktu. 

     

3.  Sebelum memasuki masa pensiun, PNS 

pada SSDM Polri diberikan pelayanan 

pra pensiun meliputi MPP, Pelatihan 

kerja, Pembekalan dan penyaluran kerja.  

     

4.  Pelayanan pengurusan proses pensiun 

dan pemberhentian kerja karena alasan 

lain pada SSDM Polri tidak berbelit-belit 

dan memberikan kepuasan bagi PNS. 

     

 

b. Pertanyaan penelitian untuk key informan  kualitatif: 

1) Pertanyaan untuk key informan  nomor 1: Kepala Bagian Penerimaan 

dan Pendidikan PNS Biro Pengendalian Personel (Kabagrimdik PNS 

Rodalpers) SSDM Polri: 

No. Pertanyaan 

1. Menurut bapak, Apakah rencana penerimaan PNS telah disusun sesuai 

kebutuhan organisasi? 

2. Berapa banyak formasi yang tersedia bagi PNS Polri setiap 

penerimaan PNS baru? Berapa banyak formasi untuk SSDM Polri? 

3. Bagaimanakah kebijakan pola karier PNS saat pertama direkrut 

menjadi PNS Polri?  
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No. Pertanyaan 

4. Apakah penempatan pertama setiap PNS yang baru direkrut seuai dengan formasi 

yang dilamar oleh para PNS? Bagaimana dengan yang ada di SSDM? 

5. Mengingat mereka akan bekerja pada institusi Polri berdampingan dengan anggota 

Polri dalam mengerjakan tugas-tugas Polri, bagaimanakah sebaiknya metode dan 

mekanisme pendidikan baik saat Latsar maupun pendidikan lainnya bagi PNS Polri?  

6. Menurut bapak, bagaimanakah pola pengintegrasian antara kepentingan organisasi 

dengan kepentingan individu PNS pada Polri sehingga dua kepentingan dapat terwadahi 

guna pencapaian tujuan organisasi? Bagaimana Bapak melihat hal ini di SSDM Polri? 

7. Apakah ada kebijakan khusus PNS terkait dengan kesempatan untuk 

mengikuti pendidikan?  

8. Bagaimanakah mekanisme pengendalian PNS agar berkinerja dan 

menampilkan performa yang diharapkan oleh pimpinan dan 

organisasi? 

9. Menurut bapak, perlukah disusun jabatan fungsional atau jabatan-

jabatan struktural yang bisa diduduki oleh PNS sehingga mereka 

memiliki jalur karier dan jabatan yang jelas? Jabatan apa sajakah? 

10. Bagaimanakah mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan tugas-tugas 

PNS pada Polri?  

11. Menurut bapak, Bagaimanakah pola karier yang tepat bagi PNS Polri? 

2) Pertanyaan untuk key informan  nomor 2 Kepala Sub Bagian Mutasi 

Jabatan PNS pada Bagian Mutasi Jabatan Biro Pembinaan Karier 

(Kaubbagmutjab PNS Bagmutjab Robinkar) SSDM Polri 

No. Pertanyaan 

1. Apa sajakah jenis mutasi yang berlaku bagi PNS Polri? 

2. Bagaimanakah proses mutasi PNS tersebut selama ini dilaksanakan? 

3. Bagaimanakah pelaksanaan promosi jabatan bagi PNS Polri 

dilaksanakan selama ini? 

4. Apa saja syarat mutasi dan promosi jabatan bagi PNS? 
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No. Pertanyaan 

5. Apa saja yang menjadi kendala dalam pembinaan karir PNS terkait 

dengan mutasi dan promosi selama ini? Apakah solusinya? 

6. Bagaimanakah penempatan dalam jabatan bagi PNS yang telah 

mengikuti sekolah kedinasan? 

7. Bagaimanakah manajemen/tata kelola promosi dan mutasi PNS 

dalam kaitannya dengan rencana suksesi/pengkaderan PNS? 

8. Menurut saudara, apakah tata kelola pembinaan karier PNS Polri saat 

ini sudah mempedomani sistem merit? 

9. Apakah ada intervensi ekternal maupun internal yang mempengaruhi 

penempatan jabatan atau mutasi PNS Polri selama ini? 

10. Bagaimana pendapat saudara tentang pola karir PNS Polri termasuk 

pada SSDM Polri, pola karir apakah yang paling sesuai diterapkan 

dalam pembinaan karir PNS? 

11. Menurut pendapat saudara, bagaimanakah sebaiknya proses mutasi 

dan promosi jabatan bagi PNS Polri ini dilakukan agar efektif bagi 

pengembangan karier PNS dan mendukung performa organisasi? 

12. Posisi jabatan apa saja yang sebaiknya diberikan kepada PNS dan apa 

posisi jabatan top yang bisa diduduki oleh PNS di SSDM Polri? 

13. Menurut saudara, PNS Polri sebaiknya berkarier pada jabatan 

fungsional atau struktural? Mohon sampaikan alasan atas pendapat 

saudara? 

14. Bagaimanakah mekanisme rencana suksesi bagi PNS dilaksanakan 

dikaitkan dengan proses mutasi dan promosi jabatan yang saudara 

lakukan pada unit kerja saudara? 
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3) Pertanyaan untuk key informan  nomor 3: Kepala Sub Bagian Pangkat 

PNS pada Bagian Pangkat Biro Pembinaan Karier (Kasubbagpangkat 

PNS Bagpangkat Robinkar) SSDM Polri: 

No. Pertanyaan 

1. Apa sajakah jenis kenaikan pangkat bagi PNS Polri? 

2. Bagaimanakah proses kenaikan PNS Polri tersebut selama ini 

dilaksanakan? 

3. Apak saja kendala kenaikan pangkat PNS Polri selama ini?  

4. Apakah yang membedakan persyaratan/ketentuan kenaikan pangkat  

bagi PNS Polri dan PNS di Kementerian dan Lembaga yang lain? 

5. Apakah pangkat/golongan PNS yang tertinggi di Polri saat ini? Ada 

berapa orang yang memilikinya? Mohon datanya. 

6. Apakah pangkat/golongan PNS yang terendah di Polri saat ini? Ada 

berapa orang yang memilikinya? Mohon datanya. 

7. Apakah ada PNS yang pernah diturunkan pangkatnya karena 

pelanggaran yang dilakukannya? Bagaimanakah prosedurnya? 

Mohon datanya. 

8. Apakah ada PNS yang pernah naik pangkat luar biasa karena jasanya 

pada organisasi? Bagaimanakah prosedurnya? Mohon datanya. 

9. Bagaimanakah pendapat saudara tentang ketentuan kepangkatan 

yang berlaku bagi PNS Polri saat ini? 

10. Menurut saudara, apakah kaitan antara jabatan dan pola karir 

terhadap kenaikan pangkat PNS? 

11. Posisi jabatan apa saja yang sebaiknya diberikan kepada PNS dan apa 

posisi jabatan top yang bisa diduduki oleh PNS di SSDM Polri? 

12. Menurut saudara, PNS Polri sebaiknya berkarier pada jabatan fungsional 

atau struktural? Mohon sampaikan alasan atas pendapat saudara? 

13. Bagaimanakah mekanisme rencana suksesi bagi PNS dilaksanakan 

dikaitkan dengan tata kelola manajemen kepangkatan PNS? 
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4) Pertanyaan untuk key informan  nomor 4 dan 5:  

1) Perwira Urusan Sub Bagian seleksi Pengembang Spesialisasi dan 

Iptek pada Bagian Seleksi Pendidikan Biro Pengendalian Personel 

(Paur Subbaglekdikbangspes Iptek Baglekdik Rodalpers) SSDM 

Polri; 

2) Bhayangkara Administrasi pada Urtu Biro Pengkajian dan Strategi 

(Rojianstra) SSDM Polri: 

No. Pertanyaan 

1. Pendidikan dan latihan apa saja yang pernah anda ikuti selama ini? 

2. Apakah penempatan jabatan saudara sudah sesuai dengan pendidikan 

dan latihan yang pernah saudra ikuti? 

3. Jalur karier apa saja yang pernah ada duduki selama ini? (horisontal, 

vertikal, dan diagonal) 

4. Menurut saudara, bagaimanakah perencanaan pengadaan PNS pada 

Polri dilaksanakan selama ini? 

5. Apakah penyusunan formasi jabatan PNS sudah sesuai dengan 

kebutuhan riil organisasi? 

6 Sepengetahuan saudara, bagaimanakah penempatan PNS yang baru 

direkrut? Apakah sesuai dengan formasi yang ditawarkan saat rencana 

pengadaan PNS? 

7. Bagaimana pendapat saudara tentang kejelasan jenis jabatan yang dapat 

diduduki oleh PNS pada SSDM Polri?  

8. Menurut pendapat saudara, bagaimanakah pelaksanaan pola karier 

PNS di SSDM Polri dilaksanakan selama ini? 

9. Apakah penempatan jabatan bagi PNS sudah disesuaikan dengan latar 

belakang pendidikan dan latihan yang pernah diikuti? 

11. Bagaimanakah peluang PNS untuk mengikuti pendidikan dan latihan 

guna pengembangan kompetensi mereka? 
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No. Pertanyaan 

12. Menurut saudara, PNS Polri sebaiknya berkarier pada jabatan 

fungsional atau struktural?  

13. Menurut saudara, jabatan fungsional di bidang apa saja yang 

sebaiknya di siapkan bagi PNS di SSDM Polri? 

14. Apakah saudara pernah diinformasikan tentang adanya rencana 

suksesi bagi PNS di lingkungan SSDM Polri? Apakah yang anda 

ketahui tentang rencana suksesi bagi PNS tersebut? 

15. Apakah saudara berminat untuk mengembangkan karier saudara di 

luar Polri apabila tidak ada ruang bagi anda untuk pengembangan 

karier di SSDM Polri? 

16. Bagaimanakah pendapat saudara tentang pengintegrasian antara 

tujuan organisasi dengan kepentingan individu PNS dilaksanakan di 

SSDM Polri? Apakah sudah berjalan simbang antara kedua 

kepentingan tersebut?  

17. Apakah pelaksanaan kontrol terhadap pelaksanaan tugas PNS di 

SSDM Polri sudah berjalan dengan baik? Bagaimana mekanisme 

kontrol yang dilaksanakan selama ini? 

18. Bagaimana pendapat saudara tentang pembinaan disipilin pegawai pada 

SSDM Polri dilakukan? Apakah dilakukan evaluasi kedisiplinan kerja dan 

perilaku pegawai secara berkala oleh pimpinan/atasan? 

19. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pelayanan bagi PNS yang akan 

memasuki masa pensiun di SSDM Polri? Apakah birokrasinya simpel atau 

berbelit-belit? 

20. Sepengetahuan saudara, apakah PNS yang purna tugas mendapatkan 

kesempatan penyaluran kerja? 
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5) Pertanyaan untuk key informan  nomor 6: Direktur Eksekutif Sekretaris 

bersama Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Biro Tata 

Pemerintahan Sekretaris Daerah Pemda Provinsi  DKI Jakarta dan juga 

Managing Partners Rumah Inspirasi 101 dan Profiling-Curing-Planting-

Anchoring Human Resource Development Consultant, (Ahli yang sering 

dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pada SDM Polri): 

No. Pertanyaan 

1. Bagaimanakah pendapat bapak tentang pola karier PNS Polri pada 

SSDM  Polri saat ini? 

2. Menurut bapak, apakah perbedaan yang mendasar yang membedakan 

antara pola karir PNS pada Polri dengan PNS pada Lembaga lainnya? 

3. Menurut bapak, apakah yang menjadi kendala pengelolaan manjemen 

karier PNS di SSDM Polri selama ini? 

4. Menurut yang bapak amati selama ini, apakah proses mutasi dalam 

rangka promosi bagi PNS di SSDM Polri sudah berjalan sesuai 

ketentuan Perkap Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pola Karir PNS? 

5. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan mutasi PNS di SSDM Polri 

secara vertikal, diagonal dan horizontal sebaiknya dilaksanakan? 

6. Menurut bapak, bagaimanakah pola pembinaan karir bagi PNS di 

SSDM Polri sebaiknya dilakukan agar PNS dapat berperan lebih baik 

dan lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri? 

7. Menurut bapak, apakah pola karir PNS yang ada selama ini 

berpengaruh terhadap performa kinerja PNS? 

8. Bagaimana pendapat bapak, tentang jalur karir fungsional dan 

struktural bagi PNS pada SSDM Polri? Jalur karir mana yang lebih 

cocok bagi PNS menurut bapak? 
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6) Pertanyaan untuk key informan   7 : Mantan PNS SSDM Polri yang keluar 

dari PNS Polri dan saat ini mengembangkan karir di Biro Umum Settama BNN 

sebagai Kasubbag Tata Usaha Kepala BNN Biro Umum Settama BNN: 

No. Pertanyaan 

1. Menurut saudara, Bagaimanakah perbedaan pelaksanaan pola karir 

PNS di Polri dan di BNN? 

2. Menurut pengamatan saudara, bagaimanakah pola karir PNS pada 

SSDM Polri saat ini? 

3. Berdasarkan pengalaman saudara, sewaktu jadi PNS pada SSDM 

Polri, Apakah yang menjadi masalah dalam pola karir PNS di SSDM 

Polri? 

4. Menurut pendapat saudara, bagaimanakah peluang pengembangan 

karir PNS di SSDM Polri saat ini?  

5. Menurut saudara, PNS pada SSDM Polri sebaiknya berkarier pada 

jabatan fungsional atau struktural? Mengapa? 

6. Menurut saudara, apakah hubungan antara pola karir dengan performa 

kinerja PNS pada SSDM Polri? 

7. Menurut saudara, bagaimanakah sebaiknya pelaksanaan pola karir 

PNS di SSDM Polri dilaksanakan? 
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3. PENGOLAHAN DATA KUANTITATIF 

 

Descriptive Statistics 

 Mean 

Std. 

Deviation N 

Manajemen SDM 285.18 35.852 72 

Pola Karir PNS Polri 25.08 4.443 72 

Implementasi Pola 

Karir 

30.38 4.607 72 

 

Correlations 

 

Manajemen 

SDM 

Pola Karir 

PNS Polri 

Implementasi 

Pola Karir 

Pearson 

Correlation 

Manajemen SDM 1.000 .818 .816 

Pola Karir PNS 

Polri 

.818 1.000 .771 

Implementasi Pola 

Karir 

.816 .771 1.000 

Sig. (1-tailed) Manajemen SDM . .000 .000 

Pola Karir PNS 

Polri 

.000 . .000 

Implementasi Pola 

Karir 

.000 .000 . 

N Manajemen SDM 72 72 72 

Pola Karir PNS 

Polri 

72 72 72 

Implementasi Pola 

Karir 

72 72 72 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Implementasi 

Pola Karir, 

Pola Karir 

PNS Polrib 

. Enter 

a. Dependent Variable: Manajemen SDM 
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b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 

d

f

2 

Sig. F 

Change 

1 .869a .754 .747 18.021 .754 106.008 2 6

9 

.000 1.854 

a. Predictors: (Constant), Implementasi Pola Karir, Pola Karir PNS Polri 

b. Dependent Variable: Manajemen SDM 

 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 68854.162 2 34427.081 106.008 .000b 

Residual 22408.490 69 324.761   

Total 91262.653 71    

a. Dependent Variable: Manajemen SDM 

b. Predictors: (Constant), Implementasi Pola Karir, Pola Karir PNS Polri 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 82.773 14.386  5.754 .000    

Pola Karir PNS 

Polri 

3.757 .755 .466 4.975 .000 .818 .514 .297 

Implementasi 

Pola Karir 

3.561 .728 .458 4.890 .000 .816 .507 .292 

a. Dependent Variable: Manajemen SDM 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation N 

Predicted Value 174.35 320.12 285.18 31.141 72 

Std. Predicted Value -3.559 1.122 .000 1.000 72 

Standard Error of 

Predicted Value 

2.171 10.453 3.413 1.381 72 

Adjusted Predicted Value 157.83 320.52 284.85 32.120 72 

Residual -52.725 51.653 .000 17.765 72 

Std. Residual -2.926 2.866 .000 .986 72 

Stud. Residual -3.018 3.293 .008 1.026 72 

Deleted Residual -56.086 68.170 .326 19.319 72 

Stud. Deleted Residual -3.215 3.561 .009 1.059 72 

Mahal. Distance .044 22.904 1.972 3.423 72 

Cook's Distance .000 1.156 .032 .146 72 

Centered Leverage Value .001 .323 .028 .048 72 

a. Dependent Variable: Manajemen SDM 

 

Charts 

 



 

149 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 

 
 
 

4. PENJELASAN PENGELOHAN DATA KUANTITATIF 

 
Uji parsial bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pola karir PNS Polri dan 

Implementasi Pola Karir terhadap manajemen SDM. Uji parsial dalam penelitian ini 

menggunakan nilai level of significance (α) 0,05, dimana dapat dinyatakan berpengaruh 

parsial apabila nilai signifikansi < 0,05 atau thitung > ttabel. Untuk memperoleh nilai ttabel dapat 

menggunakan rumus Df = N-2, dimana N =  33 sehingga 72 – 2 = 70 diperoleh nilai ttabel = 

1.66691. Berikut hasil uji parsial dalam penelitian ini: 

 

 

 

H1: Pengaruh Pola Karir PNS Polri Terhadap Manajemen SDM 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 82.773 14.386  5.754 .000    

Pola Karir 

PNS Polri 

3.757 .755 .466 4.975 .000 .818 .514 .297 

a. Dependent Variable: Manajemen SDM 

 

Variable pola karir PNS Polri memberoleh thitung sebesar 3.757 > dari nilai ttabel sebesar 

1.66691 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya secara parcial variabel pola 

karir PNS Polri terbukti berpengaruh signifikan terhadap manajemen SDM Polri. 
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H2: Pengaruh Implementasi Pola Karir Terhadap Manajemen SDM 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 82.773 14.386  5.754 .000    

Implementasi 

Pola Karir 

3.561 .728 .458 4.890 .000 .816 .507 .292 

a. Dependent Variable: Manajemen SDM 

 

Variable implementasi pola karir memberoleh thitung sebesar 3.561 > dari nilai ttabel sebesar 

1.66691 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya secara parcial variabel 

implementasi pola karir Polri terbukti berpengaruh signifikan terhadap manajemen SDM 

Polri. 

Uji Signifikansi Simultan 

Uji signifikansi F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel pola 

karir PNS Polri dan Implementasi Pola Karir terhadap manajemen SDM. Pengujian 

signifikansi F dilakukan dengan menggunakan nilai α = 5% (0,05), dengan kriteria 

pengambilan keputusan apabila nilai Fhitung > Ftabel atau nilai signifikansi kurang dari 0,05 

dinyatakan berpengaruh secara simultan. Nilai Ftabel diperoleh dengan Df1 = jumlah variabel 

– 1 dan Df2 = jumlah sampel – jumlah variabel. Sehingga diperoleh nilai Ftabel = 3,13. 

Adapun hasil pengujian disajikan pada tabel sebagai berikut: 

H3 : Pengaruh Pola karir PNS Polri dan Implementasi Pola Karir Terhadap 

Manajemen SDM 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 68854.162 2 34427.081 106.008 .000b 

Residual 22408.490 69 324.761   

Total 91262.653 71    

a. Dependent Variable: Manajemen SDM 

b. Predictors: (Constant), Implementasi Pola Karir, Pola Karir PNS Polri 
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Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 106,008 lebih besar 

dari Ftabel sebesar 3,13 dengan nignifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya secara 

simultan variabel pola karir PNS Polri dan Implementasi Pola Karir terhadap 

manajemen SDM
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